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AHMAD RIZAL B 121 13 521. Pelaksanaan Perizinan Minimarket di 
Kabupaten Wajo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 
(dibimbing oleh Abdul Razak dan Hamzah Halim). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami prosedur 
dan persyaratan pemberian izin minimarket di Kabupaten Wajo serta 
pengawasan terhadap pelaksanaan perizinian minimarket tersebut. 
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Sosiologis dengan 
pendekatan pada teknik penelitian lapangan dan wawancara, serta studi 
kepustakaan. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo. Untuk memperoleh 
hasil akhir yang diinginkan, data-data yang diperoleh, baik itu data primer 
maupun data sekunder, kemudian dianalisa dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif yang selanjutnya di deskripsikan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberian izin dan 
pengawasan dalam penyelenggaraan usaha minimarket di Kabupaten Wajo 
belum berjalan optimal. Karena masih terdapat minimarket di Kabupaten 
Wajo yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 
21 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern. Hal ini disebabkan karena kurangnya 
komunikasi dan koordinasi yang baik antara Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Wajo dan Tim Pelaksana Teknis dan 
kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan usaha 
minimarket di Kabupaten Wajo khususnya pada saat proses perizinan 
ditempuh. Oleh karena itu, proses pengawasan dan pemberian sanksi yang 
lebih tegas agar memberikan efek jera diperlukan untuk mengatasi 
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A. Latar Belakang 
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. Negara sebagai pelaksana cita-cita bangsa ini 
didirikan demi kepentingan umum guna mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur serta dibentuklah pula suatu sistem hukum yang menjadi sarana 
utama untuk merealisasikan tujuan itu. 
Keberadaan Negara diharapkan dapat menjadi wadah bagi terciptanya 
suatu iklim perekonomian yang sehat dan merata di setiap tingkatan 
masyarakat. Hal ini dapat tercipta jika didukung oleh sistem perdagangan 
nasional yang efisien dan efektif. 
Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang penuh 
persaingan, sistem usaha waralaba muncul sebagai salah satu komoditi 
usaha yang sangat menjanjikan. Usaha waralaba ini berkembang dengan 
berbagai jenis usaha yang tersebar di seluruh dunia mulai dari bisnis 
makanan cepat saji (fastfood) misalnya KFC, McDonals, PizzaHut, dan 
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sebagainya. Usaha waralaba ini juga bertransformasi ke dalam bentuk usaha 
retail yang memliki tanggapan pasar yang sangat memuaskan. 
Di Indonesia sendiri perkembangan usaha waralaba ini sudah 
mengalami kemajuan yang sangat pesat. Oleh karena itu sangat bijaksanalah 
pemerintah jika dapat melakukan pengaturan terkait dengan usaha waralaba 
ini. Hal ini disebabkan karena selain bisnis waralaba ini, Indonesia sendiri 
memiliki berbagai jenis usaha pasar tradisional maupun pasar konvensional 
yang jika tidak diatur maka dikhawatirkan kepentingan pasar antara jenis 
usaha ini bisa saling bertabrakan dan akan menciptakan iklim perdagangan 
yang tidak sehat. 
Di Kabupaten Wajo usaha bisnis waralaba yang saat ini berkembang 
cukup pesat yakni waralaba untuk jenis usaha toko modern berbentuk 
minimarket seperti Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi, terlihat hampir disetiap 
Kecamatan di Wilayah Kabupaten Wajo dapat dijumpai minimarket, bahkan 
disetiap perempatan jalan di Kabupaten Wajo dapat dijumpai minimarket. 

















Alizah Mart TOTAL 
1. TEMPE 5 11 4 1 21 
2. TANASITOLO 0 1 3 0 4 
3. MANIANGPAJO 0 1 1 0 2 
4. KEERA 0 1 1 0 2 
5. PITUMPANUA 2 1 3 0 6 
6. MAJAULENG 1 0 1 0 2 
7. SABBANGPARU 0 1 1 0 2 
8. PAMMANA 1 2 1 0 4 
9. TAKKALALLA 0 0 1 0 1 
10. PENRANG 0 1 0 0 1 
11. BOLA 0 1 0 0 1 
  9 20 16 1 46 
 
Sumber: BPMPPTSP Kab. Wajo 2016 
 
 
                                                          
1 Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Wajo, dalam 
penelitian tanggal 13 Maret 2017 
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2012 2013 2014 2015 2016 
1. Alfamart 5 10 3 0 2 20 
2. Alfamidi 2 5 1 1 0 9 
3. Indomaret 4 7 2 1 2 16 
4.  Sejenisnya 0 1 0 0 0 1 
  Total 46 
Sumber: BPMPPTSP Kab. Wajo Tahun 2012 – 2016 
 Dilihat dari tabel di atas terjadi peningkatan jumlah di tahun 2012 
tercatat berjumlah 11 gerai dan di tahun 2016 meningkat menjadi 46 gerai 
minimarket. Ini membuktikan bahwa usaha minimarket di Kabupaten Wajo 
saat ini berkembang cukup pesat yang persebarannya hampir merata di 
seluruh daerah di Kabupaten Wajo. 
Berdasarkan prinsipnya, kehadiran minimarket tentu diizinkan tumbuh 
dan berkembang di suatu daerah. Di satu sisi, kehadiran minimarket sangat 
membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan mudah dan tidak 
menyita waktu karena sebagian besar kebutuhan masyarakat tersedia di 
minimarket tersebut. Akan tetapi, dalam pendirian minimarket masih terdapat 
beberapa minimarket yang tidak mematuhi kebijakan dan menyalahi segala 
aturan seperti yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 
                                                          
2 Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Wajo, dalam 
penelitian tanggal 13 Maret 2017 
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2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut; 
Pasal 4  
(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib: 
a. Memperhitungkan kondisi social ekonomi masyarakat, keberadaan 
Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Menengah yang ada di wilayah 
bersangkutan; 
b. Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional 
yang telah ada sebelumnya; 
c. Menyediakan areal parker paling sedikit seluas kebutuhan parker 1 
(satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 (enam puluh 
meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau 
Toko Modern; dan 
d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern bersih, sehat (hygenis), aman, tertib dan ruang publik yang 
nyaman. 
 
Selain Peraturan Presiden yang menjadi acuan dalam pendirian 
minimarket, Pemerintah Kabupaten Wajo juga menerbitkan peraturan daerah 
yang berkaitan dengan penataan dan penyelenggaran usaha minimarket 
yakni Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 21 Tahun 2012 Tentang 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern. Fungsi utama dari diterbitkannya peraturan daerah tersebut tentu 
saja sebagai pengendali atas penyelenggaran usaha, khususnya usaha 
minimarket. Pengendalian ini digunakan pemerintah dalam rangka 
mengarahkan, menciptakan, membuat dalam keadaan tertentu yang 
diinginkan pemerintah sehingga tercipta kegiatan ekonomi yang sehat. 
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Meningkatnya jumlah minimarket di Kabupaten Wajo selain sebagai 
tempat berbelanja kebutuhan dengan mudah, ternyata juga memiliki efek 
negative tersendiri bagi para pedagang kecil. Dari hasil wawancara dengan 
Pak Risman pemilik warung (Jl. Kartika Chandra Kirana) yang berada 
disekitar minimarket tersebut menyatakan bahwa adanya minimarket 
memberi dampak pada warung yang dimilikinya dengan berkurangnya 
pembeli yang berbelanja di warung miliknya ditambah lagi minimarket yang 
sering memberikan diskon-diskon yang membuat pembeli malas berbelanja 
di warung miliknya karena harga yang dianggap mahal dibanding harga di 
minimarket.3 Demikian pula dengan Bu Sia pemilik warung kecil yang berada 
di Jalan Jendral Sudirman yang usahanya menjadi tidak laku semenjak 
adanya minimarket tersebut.4 
Berbeda dengan Pak Junedi pemilik Toko yang berada di Jalan Jawa 
yang menyatakan bahwa ia tidak memiliki dampak dari adanya minimarket 
dan setuju dengan adanya minimarket tersebut. Karena adanya minimarket 
dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang tidak tersedia di toko miliknya.5 
Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa mereka 
mengalami penurunan omzet yang disebabkan oleh berkurangnya pelanggan 
                                                          
3 Wawancara dengan Pak Risman pemilik warung yang berada di Jl. Kartika Chandra Kirana 
pada tanggal 10 Maret 2017 
4 Wawancara dengan Bu Sia pemilik warung yang berada di Jl. Jendral Sudirman pada 
tanggal 10 Maret 2017 




yang berbelanja dan barang dagangan menjadi tidak laku sehingga 
menimbulkan kerugian. Kondisi tersebut makin diperparah dengan 
perpanjangan jam buka minimarket sampai 24 jam, seperti minimarket yang 
berada di Kecamatan Tempe tepatnya di Jalan Jendral Sudirman malah buka 
24 jam. Padahal jam operasional kerja sudah diatur dalam Perda yakni pukul 
10.00 – 22.00 WITA.  
Banyaknya jumlah minimarket berbanding lurus dengan potensi 
pelanggaran atas penyelenggaraan usaha minimarket tersebut. Seperti 
pelanggaran izin usaha, peenyelenggaraan usaha yang tidak sesuai izin, 
bahkan usaha minimarket yang tidak memiliki izin. Untuk mengatasi masalah 
tersebut, maka penegakan hukum atas peraturan-peraturan yang ada perlu 
dilakukan dengan tegas dan adil oleh Pemerintah Kabupaten Wajo.  
Menjamurnya usaha minimarket di Kabupaten Wajo diharapkan 
membawa armosfer persaingan positif di antara para pedagang kecil 
menegah untuk meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan. Namun 
pada praktiknya, beberapa minimarket mengabaikan batas-batas dan 
ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah mulai dari jam operasional 
kerja yang melampaui batas, penyediaan fasilitas umum seperti penyediaan 
area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) deretan kendaraan 
roda empat dan 3 (tiga) deretan kendaraan roda dua, menyediakan toilet 
yang memadai, rekruitmen tenaga kerja yang harus mengutamakan 
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penduduk lokal dengan identitas kependudukan Kabupaten Wajo kecuali 
untuk jabatan keahlian tertentu dapat menggunakan tenaga kerja asing, dan 
lain sebagainya. 
Adapun Pasal di dalam Perda yang mengatur ketentuan di atas 
sebagai berikut: 
Pasal 16 
(1) Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan / atau Toko Modern di mulai 
pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 wita; 
(2) Untuk hari besar keagamaan, Libur Nasional atau hari tertentu lainnya, 
Bupati dapat menetapkan waktu pelayanan melampaui pukul 22.00 wita. 
Pasal 25 
(1) Pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan atau Toko Modern wajib 
menggunakan tenaga kerja warga Negara Indonesia; 
(2) Penggunaan / pemenuhan tenaga kerja warga Negara Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan penduduk 
lokal dengan identitas kependudukan Kabupaten Wajo yang memenuhi 
kualifikasi pekerjaan serta wajib mendapatkan perlindungan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 
(3) Kecuali untuk jabatan keahlian tertentu, Pengelola Pusat Perbelanjaan 
dan Toko Modern dapat mengunakan tenaga kerja asing. 
Pasal 27 
Setiap penyelenggaran Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko 
Modern wajib : 
a. Mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 
b. Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli; 
c. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan tempat usaha; 
d. Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan 
tempat usaha; 
e. Menyediakan areal parker paling sedikit seluas kebutuhan parker 1 (satu) 
deretan kendaraan roda empat dan 3 (tiga) deretan kendaraan roda dua 
dari luas areal parkir seluruhnya;  
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f. Menyediakan ruang terbuka hijau minimal 5 % dari luas lahan ; 
g. Menyediakan sarana dan fasilitas ibadah bagi pengunjung dan karyawan; 
h. Menmyediakan toilet yang memadai ; 
i. Menyediakan tempat sampah tertutup  
j. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk  melaksanakan 
ibadah, istirahat, makan pada saat jam makan; 
k. Mentaati perjanjian kerja serta keselamatan, kesehatan, dan 
kesejahteraan karyawan; 
l. Menyediakan alat pemadam kebakaran (fire extinguisher) yang memadai 
m. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bupati apabila 
penyelenggaraan usaha akan atau telah dihentikan atau dialihkan 
kepada pihak lain; dan 
n. Menyedialan fasilitas umum lainnya sesuai denga peraturan perundang-
undangan. 
Pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas masih sering terjadi di 
lapangan, bahkan ada beberapa minimarket yang tidak memiliki izin usaha. 
Dari keterangan yang disampaikan oleh Abdul Rahman selaku koordinator 
aksi yang melakukan penelusuran terhadap minimarket nakal yang dimuat 
dalam salah satu media online menyatakan bahwa sebanyak 14 minimarket 
yang ada di dalam Kota Sengkang, hanya 1 yang mampu menunjukkan izin. 
Sementara yang lainnya, ada yang beralasan dipegang oleh korwilnya 
(koordinator wilayah) di Makassar dan ada yang katanya sementara diurus.6 
 Penegakan hukum yang tegas atas peraturan daerah oleh pemerintah 
daerah sangat diharapkan dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kabupaten Wajo selaku instansi yang diberi kewenangan 
dalam mengeluarkan izin dan pencabutan izin usaha tersebut harus lebih 
                                                          
6 Sumber: http://www.kabarwajo.com/index.php/seputar-wajo/item/1212-pmii-desak-dprd-
wajo-tertibkan-mini-market-nakal.html diakses pada 20 Maret 2017 pukul 20.00 WITA  
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teliti lagi dalam mengeluarkan izin karena pada saat proses perizinan 
ditempuh membutuhkan informasi yang akurat dari tim pelaksana teknis 
terkait apakah izin yang ditempuh sudah sesuai dengan prosedur atau belum. 
Melihat dari kondisi tersebut di atas, maka dengan ini penulis ingin 
melakukan sejumlah penelitian terkait masalah prosedur dan persyaratan 
pemberian izin minimarket serta pengawasan Pemerintah Daerah terhadap 
pelaksanaan perizinan minimarket di Kabupaten Wajo. 
B. Rumusan Masalah 
Dengan melihat latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 
penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut:  
1. Bagaimana prosedur dan persyaratan pemberian izin minimarket di 
Kabupaten Wajo ? 
2. Bagaimana pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan 
perizinan minimarket di Kabupaten Wajo ? 
C. Tujuan Penelitian 
Sebuah penelitian tentu memiliki tujuan yang akan digunakan sebagai 
pedoman untuk pembahasan dalam penelitiannya dan juga digunakan untuk 
menjawab permasalahan dengan menerangkan fenomena-fenomena yang terjadi 
dimasyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitaian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dan persyaratan pemberian izin 
minimarket di Kabupaten Wajo. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Pemerintah Daerah terhadap 
pelaksanaan perizinan minimarket di Kabupaten Wajo. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Manfaat Ilmiah: Menambah pengetahuan bagi penulis sendiri, baik secara 
teoritis maupun secara praktis sebagai sarana untuk melatih dan 
mengembangkan berpikir ilmiah, sistematis, dan metodologis dalam 
menyusun berbagai kajian literatur sehingga menghasilkan suatu wacana 
baru dalam memperkaya wawasan kepustakaan pendidikan. 
2. Manfaat Praktis: Sebagai bahan masukan bagi dinas yang bersangkutan, 
dan dapat dijadikan bahan informasi, acuan, dan pertimbangan bagi dinas 
dalam melaksanakan peraturan daerah mengenai permasalahan yang 
dibahas dalam penelitian ini. 
3. Manfaat Akademik: Sebagai bahan referensi bagi kepustakaan Fakultas 







A. Pemerintahan Daerah 
1. Pengertian Pemerintahan Daerah 
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang 
menjadi peran utama dari pemerintah daerah adalah melaksanakan 
pelayanan sebaik mungkin terhadap kepentingan masyarakat dan 
melaksanakan pelaksanaan sebagai usaha untuk memajukan daerah otonom 
tersebut.7 
Pemerintah daerah sebagai pengelolah manajemen daerah otonom, 
disatu sisi memiliki tanggung jawab terhadap pemerintah pusat sebagai 
pemberi kewenangan atas pelaksaan otonomi daerah dan pengendal Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, namun di sisi lain pemerintah daerah, juga 
harus mempertangungg jawabkan kepada masyarakat setempat. 
Pemerintahan daerah merupakan salah satu alat dalam sistem 
penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas 
                                                          
7 http://skripsi-ilmiah.blogspot.co.id/2013/02/peranan-pemerintah-daerah-dalam.html   
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administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana 
negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas 
daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah 
Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan 
daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-
undang. 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaann urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih 
secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai 
Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah 
dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil 
Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil 
wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan 
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kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk 
memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada 
Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban 
kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah kepada masyarakat. 
Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka 
melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai 
wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan: 
1) Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah 
kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
2) Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh 
Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada 
instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan  
3) Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari 
Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi 
kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah 
kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.  
Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan 
tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah 
konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan 
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pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. 
pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, 
dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional Urusan pemerintahan 
tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaann Otonomi Daerah. 
2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah 
Dalam menyelenggarakan pemerintahan, setiap tingkatan daerah 
memiliki kepala daerahnya masing-masing. Seperti yang telah disebutkan 
sebelumnya bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan, kepala daerah 
dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Jika dalam tingkatan daerah 
provinsi, maka gubernur akan dibantu oleh wakil gubernur, sedangkan di 
wilayah tingkat II dalam hal ini kabupaten/kota, bupati selaku kepala daerah 
dibantu oleh wakil bupati. 
Dalam melaksanakan fungsinya, kepala daerah memiliki batasan 
tugas dan kewenangan yang diatur berdasar pada peraturan-peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentu dimaksudkan agar dalam 
pelaksanaan tugas kedaerahan, pemerintah daerah tidak bertindak semena-
mena yang bisa mencederai konsep dan semangat tujuan pembentukan 
otonomi daerah.Adapun tugas kepala daerah seperti yang disebutkan dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 
65 ayat (1) sebagai berikut: 
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a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan dan 
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; 
b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 
c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan 
rancangan Perda tentangRPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama 
DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; 
d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan 
Perda tentang perubahanAPBD, dan rancangan Perda tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRDuntuk dibahas 
bersama; 
e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk 
kuasa hukum untukmewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah ; dan 
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Selanjutnya Pasal 65 ayat (2) diatur tentang kewenangan Kepala 
Daerah sebagai berikut: 
a. mengajukan rancangan Perda; 
b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 
c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; 
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d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat 
dibutuhkan oleh Daerahdan/atau masyarakat; 
e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
3. Kewajiban Pemerintah Daerah 
Kewajiban Pemerintah Daerah juga diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 67 sebagai berikut: 
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
RepublikIndonesia; 
b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; 
c. mengembangkan kehidupan demokrasi; 
d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah; 
e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; 
f. melaksanakan program strategis nasional; dan 
g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan 





B. Peraturan Daerah 
1. Pengertian Peraturan Daerah 
Peraturan daerah terdiri dari dua kata yaitu “peraturan‟ dan “daerah‟. 
S.F Masbun (2006) memberikan pengertian bahwa Peraturan adalah 
merupakan hukum yang in abstracto atau General norms yang sifatnya 
mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang 
bersifat umum (general).8Sedangkan menurut Lydia Harlina Martono, 
Peraturan adalah cara membangun norma masyarakat sebagai pedoman 
agar manusia hidup tertib dan teratur. 
 Selanjutnya Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah yaitu :9Daerah Otonom yang selanjutnya 
disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyaibatas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan 
Pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NegaraKesatuan 
Republik Indonesia. 
 Jadi peraturan daerah secara sederhana yaitu peraturan yang berlaku 
pada kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 
berlakunya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah 
                                                          
8 Siswanto Sunarno,2008,Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,  
hlm.  94 
9 Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 
dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala 
daerah.10 
 Peraturan daerah merupakan kebijakan umum pada tingkat daerah 
yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sebagai 
pelaksana asas desentralisasi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah 
tangga daerahnya.11 Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda 
atau yang disebut dengan nama lain adalah PerdaProvinsi dan Perda 
Kabupaten/Kota.12 
 Peraturan daerah pada hakikatnya merupakan sarana legislasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah. 
Menurut Laica Marzuki (2009:1), dalam sistem ketatanegaraan republik 
Indonesia, pemerintah daerah menurut konstitusi diadakan dalam kaitannya 
dengan desentralisasi. Pasal 1 ayat (1) UUD Tahun 1945 merumuskan 
bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, 
dan negara kesatuan menurut UUD 1945 adalah desentralisasi bukan 
sentralisasi. 
  
                                                          
10Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011   
11Sunarno Siswanto, Op. Cit. hlm. 37   
12 Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
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2. Dasar Konstitusi Pembentukan Peraturan Daerah 
Suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapat 
pembenaran (rechtvaardiging) yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. 
Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (idea der 
Waarheid), dan cita-cita keadalian (idée der gerechtigheid), serta cita-cita 
kesusilaan (idée der zedelijkheid).13 
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menetapkan, “Pemerintahan Daerah 
berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. 
Untuk membuat suatu perda, sudah seharusnya memerhatikan 
landasan peraturan perundang-undangan. Pembuatan peraturan perundang-
undangan daerah dalam hal ini perda, paling tidak memuat tentang landasan 
filosofis; landasan yuridis; landasan politis dan landasan sosiologis. 
Landasan filosofis adalah dasar filsafat, yaitu landasan atau ide yang menjadi 
dasar cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan pemerintah dalam 
suatu rancangan perda.14 Misalnya di Indonesia adalah Pancasila yang 
menjadi dasar filsafat peraturan perundang-undangan pemerintah daerah. 
                                                          
13 Yuliandri, 2009, Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Grafindo 
Persada,Jakarta, hlm. 113   
14Sunarno Siswanto, op. cit. hlm. 54   
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Pada prinsipnya tidak ada peraturan daerah yang bertentangan dengan 
prinsip dasar filsafat pancasila.15 
Landasan yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum 
(rechtsground) bentuk pembuatan suatu peraturan pemerintah daerah. 
Selanjutnya terbagi dalam tiga segi, yaitu :16 
1) Landasan yuridis segi folmal, landasan yang memberi kewenangan bagi 
instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.  
2) Landasan yuridis segi material, landasan yuridis segi isi atau materi 
sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.  
3) Landasan yuridis segi teknis, landasan yuridis yang member kewenangan 
bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu mengenai tata 
cara pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.  
Selanjutnya, landasan politis adalah garis kebijaksanaan politik yang 
menjadi dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan 
ketatalaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara 
landasan sosiologis adalah garis kebijakan sosiologis yang menjadi dasar 
bagi kebijaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta 
mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.17 
                                                          
15 Pipin Syahrifin dan Dedah Jubaedah, 2005, Pemerintahan Daerah di Indonesia, pustaka 
setia, Bandung, hlm 25   
16Ibid 
17Ibid hlm. 26 
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3. Muatan Materi Peraturan Daerah 
Istilah “muatan materi” untuk pertama kalinya digunakan oleh A. Hamid 
S. Attamimi (1990:194) sebagai terjemahan dari atau padanan istilah “bet 
onderwerp”. Menurutnya, materi muatan sebuah peraturan perundang-
undangan negara dapat ditentukan atau tidak, tergantung pada sistem 
pembentukan peraturan perundang-undangan negara tersebut beserta latar 
belakang sejarah dan sistem pembagian kekuasaan negara yang 
menentukannya.18 
Di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan dalam Pasal 10 
ayat (1) bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus 
memuat materi sebagai berikut :19 
a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan ketentuan Undang-Undang 
Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945;  
b. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;  
c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;  
d. Tindak lanjut atas putusan mahkama konstitusi dan/atau;  
e. Pemenuhan kebutuhan hidup dan masyarakat;  
                                                          
18Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2010, cara praktis menuyusun dan 
merancang Perda (suatu kajian teoritis dan pratis disertai dengan manual), Prenada Media 
grup, Jakarta, hlm 65   
19 Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan 
perundang-undangan.   
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Selanjutnya dalam undang-undang yang sama Pasal 14 menyatakan 
bahwa : Materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah 
kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi 
daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah 
dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan lebih 
tinggi.20 
Menurut pendapat lain mengatakan materi yang dapat diatur dalam 
peraturan daerah bisa meliputi :21 
1) Materi-materi atau hal-hal yang memberi beban kepada penduduk, 
misalnya pajak dan retribusi daerah;  
2) Materi-materi atau hal-hal yang mengurangi kebebasan penduduk, 
misalnya mengadakan larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban yang 
biasanya disertai dengan ancaman atau sanksi pidana;  
3) Materi-materi atau hal-hal yang membatasi hak-hak penduduk, misalnya 
penertiban garis sepadan;  
4) Materi-materi atau hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan yang sederajatdan tingkatannya lebih tinggi harus 
diatur dengan peraturan daerah.  
                                                          
20Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-
undangan 
21 Didik Sukriono, 2013,Hukum konstitusi dan konsep otonomi, Setara Pres, Malang, hlm. 
139   
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Dalam proses pembentukan peraturan daerah, masyarakat berhak 
memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau 
pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan. Perancangan 
peraturan daerah harus selaras dan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan dan memerhatikan segala aspek yang berkaitan dengan kondisi 
masyarakat.  
Muatan materi peraturan daerah, juga dapat memuat tentang 
ketentuan biaya paksaan penegakan hukum (dwangsom) seluruhnya atau 
sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 
enam bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta 
rupiah), dan dapat pula memuat ancaman pidana atau denda lain, sesuai 
dengan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lain.22 
4. Urgensi Peraturan Daerah 
Keberadaan peraturan perundang-undangan ditingkat daerah pada 
hakikatnya merupakan akibat diterapkannya prinsip desentralisasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah.23 
Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan 
kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala 
                                                          
22 Siswanto sunarno, Op. Cit. Hlm. 38   
23 Didik Sukriono, Op. Cit. hlm. 138   
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daerah, guna menyelenggarakan urusan otonom daerah, setelah mendapat 
persetuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan 
daerah memiliki hak yuridis setelah diundangkan dalam lembaran daerah, 
dan pembentukan peraturan daerah berdasarkan asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.24 
C. Perizinan 
1. Konsep Perizinan 
Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari 
pemerintah. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan 
mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti 
memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang.25 Beberapa pendapat 
para sarjana tentang pengertian izin, antara lain yaitu:  
a) Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Philipus M. Hadjon mengartikan izin 
ialah beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu 
perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu 
harus dilalui.26 
                                                          
24Ibid, hlm 37   
25 http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan/, diakses pada hari  
Rabu tanggal 28 Januari 2017 jam 03.45 WITA. 
26 Philipus M. Hadjon, dkk, 2002, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,Gadjah Mada 
Press Uneversity,Yogyakarta, hlm. 143   
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b) W.F Prins mendefinisikan izin yaitu biasanya yang menjadi persoalan 
bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya harus 
dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang pada hakekatnya 
tidak berbahaya, tapi berhubung dengan satu dan lain sebab dianggap 
baik untuk diawasi oleh administrasi Negara.27 
c) E Utrecht, mengemukakan izin adalah bilamana pembuat peraturan tidak 
umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga 
memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk 
masing-masing hal konkrit, maka keputusan administrasi negara yang 
memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin (vergunning). 
N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti 
luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling 
banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin 
sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin 
ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau 
peraturan pemerintah untuk dalam keadaan-keadaan tertentu menyimpang 
dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan 
memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk 
melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini 
menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum 
                                                          
27 W.F Prins dan R. Kosim Adisapoetra, 1983, Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara, 
Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 73-74   
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mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas, dari 
pengertian izin.28 
Sedangkan izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada 
suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat 
undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk 
menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Hal yang pokok pada izin (dalam 
arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan 
dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan 
perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. 
Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-
keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang 
diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam 
ketentuan-ketentuan).29 
Pengertian izin juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dalam ketentuan tersebut izin 
diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah 
daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan 
bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau 
                                                          
28 N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. 




badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian 
izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni 
berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang 
diberikan secara lisan.  
Berdasarkan pemaparan pendapat para pakar tersebut, dapat 
disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu 
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa 
konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada 
beberapa unsur dalam perizinan yaitu, instrumen yuridis, peraturan 
perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, dan prosedur dan 
persyaratan.30 
2. Fungsi dan Tujuan Perizinan  
Tugas pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu 
tugas mengatur dan memberikan pelayanan kepada umum. Tugas mengatur 
meliputi pembuatan-pembuatan peraturan yang harus dipatuhi masyarakat, 
sedangkan tugas memberi pelayanan kepada umum meliputi tugas-tugas 
pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana finansial dan personal dalam 
rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, 
kesehatan dan lain sebagainya.  
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Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah, 
karena perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi 
masyarakat yang berisikan larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini 
akan digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi 
hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya, 
guna mencapai tujuan yang konkrit.31 
Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak 
instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat 
adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui 
bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti 
persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali 
dalam memfungsikan izin itu sendiri. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, 
berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam 
fungsi menertibkan masyarakat. 
Izin dapat pula digunakan pemerintah untuk mengendalikan dan 
mengontrol kegiatan masyarakat. Hal seperti itu misalnya nampak dalam hal 
anggota masyarakat sebagai pemegang izin diwajibkan untuk mendaftar 
ulang ataupun mengajukan perpanjangan izinnya untuk setiap periode 
tertentu. Dalam hal seperti itu setiap kali pendaftaran ulang atau 
perpanjangan dilakukan, maka akan dilihat pula dampak dari kegiatan yang 
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diizinkan. Apabila kegiatan itu memberikan dampak positif bagi masyarakat di 
sekitarnya maupun bagi pemerintah sendiri, atau setidak-tidaknya tidak 
menimbulkan kerugian dan dampak negatif bagi pihak lain, maka 
perpanjangan atau pendaftaran dapat dilayani. Hal tersebut penting untuk 
diperhatikan, mengingat dalam Hukum Ekonomi, asas pengawasan publik 
dan asas campur tangan terhadap kegiatan ekonomi merupakan bagian dari 
asas utama. 
Tujuan pemerintah mengatur sesuatu hal dalam peraturan perizinan 
ada berbagai sebab:  
a) Keinginan mengarahkan/mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu 
(misalnya izin bangunan).  
b) Keinginan mencegah bahaya bagi lingkungan (misalnya izin lingkungan).  
c) Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (misalnya izin tebang, izin 
membongkar monumen)  
d) Keinginan membagi benda-benda yang sedikit jumlahnya (misalnya izin 
menghuni di daerah padat penduduk).  
e) Keinginan untuk menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitasnya 
(misalnya pengurus organisasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu).32 
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31 
 
Kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya 
adalah untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan pembangunan sesuai 
peruntukan, di samping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam 
rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan. Lebih jauh lagi 
melalui sistem perizinan diharapkan dapat tercapainya tujuan tertentu di 
antaranya:33 
a) Adanya suatu kepastian hukum  
b) Perlindungan kepentingan hukum  
c) Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan  
d) Pemerataan distribusi barang tertentu  
3..  Prosedur Perizinan 
a. Proses dan prosedur perizinan 
Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang 
dilakukan olehaparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus 
menempuh prosedurtertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku 
pemberi izin serta pemohon izinjuga harus memenuhi persyaratan-
persyaratan tertentu yang ditentukan secarasepihak oleh pemerintah atau 
pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan ituberbeda-beda 
tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. 
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Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan 
adalah tatacara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus 
memenuhi nilai :sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, 
meminimalkan kontak fisikantarpihak yang melayani dan dilayani, memiliki 
prosedur operasional standar,dan wajib dikomunikasikan secara luas. 
b. Persyaratan 
Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang 
dimohonkan,yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. 
Menurut Soehino, syarat-syaratdalam izin bersifat konstitutif dan 
kondisional.34 
1) Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus 
dipenuhiterlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu 
perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. 
2) Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah 
perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi. 
c. Waktu Penyelesaian Izin 
Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang 
bersangkutan. Waktupenyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan 
permohonan sampai denganpenyelesaian pelayanan. Dengan demikian 
regulasi dan deregulasi harusmemenuhi kriteria: 
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1) Disebutkan dengan jelas. 
2) Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin. 
3) Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan 
persyaratan. 
d. Biaya Perizinan 
Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses 
pemberian izin,dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan 
perizinan. Oleh karenaitu harus memenuhi syarat-syarat : 
1) Disebutkan dengan jelas. 
2) Mengikuti standar nasional. 
3) Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu. 
4) Perhitungan berdasar pada tingkat real cost. 
5) Besarnya biaya diinformasikan secara luas. 
 
4.Pengawasan dan Sanksi dalam Penegakan Hukum Perizinan  
Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan 
pemerintahan dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya 
sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga 
dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya 
pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya represif. Di samping itu, yang 
terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan 
perlindungan hukum bagi masyarakat. Pengawasan adalah salah satu yang 
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bersifat kodrati.Pengawasan diperlukan dalam kehidupan manusia dan dalam 
kehidupan organisasi.35 
Pengawasan dilakukan bukan karena kurang kepercayaan atau untuk 
mencari-cari siapa yang salah. Tetapi untuk memahami apa yang salah demi 
perbaikan di masa yang akan datang. Jika pengawasan seperti itu terlaksana, 
maka semua perencanaan dan peraturan akan berjalan dengan baik, dalam 
artian tidak ada gangguan dan rongrongan terhadap pelaksanaannya. Hal ini 
akan menciptakan suasanan tenang, aman dan berkeadilan.36 
Peningkatan fungsi pengawasan melekat di lingkungan aparat pemerintah 
bertolak dari motivasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan 
tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan cara sedini 
mungkin mencegah terjadinya kekurangan dan kesalahan dalam merencanakan 
dan melaksanakan tugas-tugas di lingkungan organisasi kerja masing-masing. 
Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa 
pekerjaan-pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, 
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah-perintah yang 
telah diberikan dalam rangka pelaksanaan rencana tersebut.37 
Di dalam kehidupan sehari-hari, istilah pengawasan mengandung 
pengertian yang luas, yakni tidak hanya sifat melihat sesuatu dengan seksama 
dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tetapi juga mengandung 
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pengendalian dalam arti menggerakkan, memperbaiki, dan meluruskannya 
sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Ada 
beberapa ahli yang menyatakan arti mengenai pengawasan. Sarwoto 
memberikan definisi pengawasan sebagai “kegiatan manajer yang 
mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana 
yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.”  
Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah setiap 
usaha atau tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan 
tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. 
Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengawasan pada prinsipnya 
sangat penting dalam melakukan pekerjaan dan tugas pemerintahan, sehingga 
menurut beberapa ahli pengawasan diadakan untuk: 
1) Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.  
2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan 
mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan 
yang sama atau timbul kesalahan baru.  
3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam 
rencana terarah pada sasarannya dan sesuai dengan yang telah 
direncanakan.  
4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program.  
5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan 
dalam perencanaan.  
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Selanjutnya, pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk:  
1) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, 
dan perintah.  
2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan;  
3) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat luas.  
4) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi 
pemerintahan.  
Ciri ciri pengawasan yang baik antara lain:  
1) Pengawasan harus bersifat fact finding, artinya harus menemukan fakta-fakta 
tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.  
2) Pengawasan harus bersifat preventif, artinya harus dapat mencegah 
timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-
penyelewengan dari rencana semula.  
3) Pengawasan diarahkan pada masa sekarang.  
4) Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi dan tidak 
boleh dipandang sebagai tujuan.  
Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi, maka pengawasan 
harus mempermudah tercapainya tujuan. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk 
menemukan siapa yang salah jika tidak ada ketidakberesan, tetapi untuk 
menemukan apa yang tidak betul. Pengawasan bersifat harus membimbing agar 
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para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas yang 
telah ditentukan baginya.  
Sarana penegakan hukum itu di samping pengawasan adalah sanksi. 
Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. 
Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan yang dalam 
bahasa latin dapat disebut in cauda venenum, artinya di ujung suatu kaidah 
hukum terdapat sanksi.38 
Arti sanksi adalah reaksi tentang tingkah laku, dibolehkan atau tidak 
dibolehkan atau reaksi terhadap pelanggaran norma, menjaga keseimbanganya 
dalam kehidupan masyarakat. Dalam Hukum Adminisrasi Negara dikenal 
beberapa macam sanksi, yaitu:39 
a) Bestururdwang;  
b) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan;  
c) Pengenaan denda administrative  
d) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom).  
Dwangsom dapat diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari 
penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatukaidah 
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hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya 
ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang.40 
Penarikan kembali suatu keputusan (ketetapan) yang menguntungkan. 
Pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang 
isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang 
terdahulu. Penarikan kembali ketetapan yang menguntungkan berarti 
meniadakan hak-hak yang terdapat dalam ketetapan itu oleh organ 
pemerintahan.41 
Pengenaan denda adminsitratif dimaksudkan untuk menambah hukuman 
yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. 
Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang kepada organ 
pemerintah untuk menjatuhkan hukuman yang berupa denda terhadap 
seseorang yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.42 
Pengenaan uang paksa dalam hukum admninistrasi dapat dikenakan 
kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar 
ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai alternatif dari tindakan 
paksaan pemerintahan.43 
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Kegunaan sanksi adalah sebagai berikut:  
a) Pengukuhan perbuatan secara norma  
b) Alat pemaksa bertindak sesuai dengan norma  
c) Untuk menghukum perbuatan/tindakan diangap tidak sesuai dengan norma  
d) Merupakan ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma.  
Izin dapat dipandang sebagai perdoman dan sekaligus jaminan bagi 
kegiatan usaha mereka. Masalah perizinan dewasa ini sering dikeluhkan oleh 
masyarakat luas. Tak jarang terdengar keluhan para investor yang mengatakan 
rumit dan panjangnya proses pengurusan perizinan. Hal yang seperti itu tentu 
perlu diantisipasi antara lain dengan mengadakan koordinasi dengan instansi-
instansi terkait, sehingga birokrasi-birokrasi yang tidak begitu penting dapat 
ditiadakan untuk kemudian disatukan dalam bagian lainnya. 
5. Minimarket 
Minimarket dalam peraturan perundang-undangan termasuk dalam 
pengertian “TokoModern”. Pengertian toko modern menurut Pasal 1 angka 5 
Perpres 112/2007 adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual 
berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, 
Supermarket, Department Store, Hypermarket atau pun grosir yang 
berbentuk perkulakan.  
Menurut Hendri Ma’ruf Minimarket adalah toko yang mengisi 
kebutuhan akan warung yang berformat modern yang dekat dengan 
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pemukiman penduduk sehingga dapat mengungguli warung atau toko dan 
biasanya luas ruangnya adalah 50m2 sampai 200m2.  
Dalam Pasal 3 Perpres 112 tahun 2007, disebutkan bahwa luas 
bangunan untuk minimarket adalah kurang dari 400m2. Lokasi pendirian Toko 
Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota 
dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Tetapi selama ini 
ketentuan yang menyebut untuk memperhatikan jarak diatur untuk toko 
modern kategori Hypermarket saja, sedangkan pengaturan lokasi untuk 
minimarket tidak disebutkan. Pengaturan lokasi minimarket dalam Pasal 5 
ayat (4) Perpres 112 tahun 2007 disebutkan bahwa minimarket boleh 
berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan 
lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam 








A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat meneliti 
keadaan yang sesungguhnya dari obyek yang akan diteliti sehingga 
mendapatkan informasi yang akurat dan mendapatkan data yang relevan 
untuk penelitian ini. Penelitian ini sendiri dilaksanakan di Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo selaku instansi 
yang mengeluarkan Surat Izin Usaha Toko Modern. Dengan pertimbangan 
sebagai berikut: 
1. Minimarket dalam hal ini indomaret, alfamidi, dan alfamart sudah 
menyebar diseluruh penjuru kota. 
2. Di duga kuat banyak minimarket yang melanggar Peraturan Daerah 
Kabupaten Wajo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.  
B. Tipe Penelitian 
Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Sosiologis, 
Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data 
sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data 
primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan 
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Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala 
atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, 
pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).44 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang diperlkukan dalam penelitian ini maka 
digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :  
1. Data Primer  
Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini. Data ini bersifat 
mentah yang dianalisis lebih lanjut. Untuk memperoleh data primer dalam 
penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 
- Wawancara  
Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud 
tertentu, yang percakapan tersebut dilaksanakan oleh dua pihak yakni 
pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 
terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 
pertanyaan itu.45 
- Observasi  
Observasi atau yang biasa disebut dengan pengamatan adalah suatu 
kegiatan manusia yang dilakukan menggunakan panca indra sebagai 
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alat bantu utamanya. Menrut Moleong alasan secara metodologis 
menggunakan pengamatan adalah mengoptimalkan kemampuan 
peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, 
kebiasaan: pengamata memungkinkan pengamat untuk melihat dunia 
sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, menangkap arti fenomena 
dari segi subjek, pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa 
yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan 
peneliti menjadi sumber data.46 
2. Data Sekunder  
Data Sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh 
dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi. Adapun data skunder 
diperoleh melalui :  
- Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-
buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penelusuran 
data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet.  
- Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris 
yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. Menurut 
Arikunto, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 
variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 
prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya  
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D. Analisis Data 
Pengolahan dan Analisis data pada penelitian hukum sosiologis, 
tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, 
tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap 
pengumpulan data). Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan 
yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan 
penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah 
membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku 
referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif 
yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Prosedur dan persyaratan pemberian izin minimarket di Kabupaten 
Wajo  
Dasar hukum yang menjadi acuan dari prosedur perizinan minimarket 
dan asas pengaturannya di Kabupaten Wajo adalah yang pertama pada 
Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan 
Kewenangan Pelayanan Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo. Bahwa tujuan 
penyelenggaraan terpadu satu pintu adalah mewujudkan sistem pelayanan 
yang cepat murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau. 
Dasar hukum yang kedua yang melatarbelangi dari pembinaan dan 
persyaratan penataan minimarket tersebut adalah Peraturan Daerah 
Kabupaten Wajo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan 
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang dimaksudkan 
untuk menjamin keseimbangan antara pertumbuhan usaha perdagangan 
besar, menegah, dan kecil. Untuk itu, keberadaan Pasar Modern perlu ditata 
dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) sehingga 




Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Perpres 112/2007 jo Pasal 1 butir 5 
Permendag 53/2008 yang dimaksud dengan ritel modern atau toko modern 
yaitu toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang 
secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, 
Hypermarket, ataupun grosir berbentuk Perkulakan. 
Klasifikasi dan kriteria untuk toko modern dalam Perda Kabupaten 
Wajo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern disebutkan bahwa: 
Pasal 10 
Klasifikasi Toko Modern didasarkan pada : 
a. Luas lantai sebagi berikut : 
1. Minimarket, berukuran kurang dari 400 m2 (empat ratus meter 
persegi); 
2. Supermarket, berukuran 400 m2 (empat ratus meter persegi) sampai 
5.000 m2 (lima ribu meter persegi) 
3. Hypermarket, berukuran lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) 
4. Departement Store, berukuran lebih dari 400 m2 (empat ratus meter 
persegi); dan 
5. Perkulakan, berukuran lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) 
b. Sistem penjualan dan jenis barang dagangan, sebagai berikut: 
1. Minimarket, Supermarket, dan Hypermarket, menjual secara eceran 
(retail) barang konsumsi, terutama produk makanan-minuman dan 
produk rumah tangga lainnya; 
2. Departement Store, menjual secara eceran (retail) barang, utamanya 
produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang 
berdasarkan jenis kelamin dan atau tingkat usia konsumen; dan 




Minimarket dalam pendiriannya haruslah memiliki izin.Sebagaimana 
yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 21 Tahun 
2012 tentang Penataan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, 
dan Toko Modern pada Pasal 17 ayat (1) sebagai berikut: 
Pasal 17 
(1) Pelaku usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 
wajib memiliki izin usaha yang terdiri atas : 
a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar 
Tradisional 
b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, Mall, Plaza, 
dan Pusat Perdagangan; dan 
c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, 
Hypermarket. 
Untuk itu sebelum berdirinya harus ada prosedur dan prasyarat yang 
mengatur dalam perizinannya. Adapun persyaratan IUTM berdasarkan Pasal 
12 dan 13 Perpres 112/2007 jo Pasal 12 Permendag 53/2011 yaitu: 
i. Copy Surat Izin Prinsip dari Bupati / Walikota atau Gubernur 
ii. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari 
instansi yang berwenang  
iii. Copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional 
iv. Copy Surat Izin Gangguan (HO); 
v. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 
vi. Copy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya 
vii. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; 
viii. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan 
yang berlaku; dan 
ix. Studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, 





Selain persyaratan diatas, di dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Wajo Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern juga diatur mengenai 
syarat Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 
yakni dalam Pasal 11 dan 12 yang berbunyi:  
Pasal 11 
Pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional wajib 
menyediakan tempat berjualan yang memenuhi syarat teknis bangunan, 
lingkungan, keamanan, ketertiban lalu lintas dan perparkiran, kelayakan 
sanitasi serta hygenis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 
Pasal 12 
(1) Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus 
mempertimbangkan keberadaan Pasar Tradisional dan Usaha Kecil yang 
telah ada sebelumnya; 
(2) Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 
dilarang di daerah permukiman, kecuali yang merupakan bagian dari 
master plan permukiman; 
(3) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk 
minimarket. 
Namun yang terjadi dilapangan masih banyak ditemukan pelanggaran 
tersebut yang diantaranya  minimarket bersebelah dengan toko modern 
lainnya, dan penyediaan lahan parkir yang kurang memadai. 
Selanjutnya persyaratan lokasi yang tertuang dalam pasal 13, pasal 14 





Pasal 13  
Lokasi pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 
wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana 
Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) kota, termasuk peraturan zonasinya. 
 Pasal 14  
(4) Minimarket dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk 
sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan 
(perumahan) di dalam kota / perkotaan. 
(5) Luas Lantai Minimarket pada sistem jaringan jalan lingkungan pada 
kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) maksimal 200 m2 (dua ratus 
meter persegi). 
 
Setiap penyelenggaran minimarket harus terlebih dahulu mendapat 
perizinan dari Pemerintah Daerah. Oleh karena itu setiap pemohon harus 
melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah. Izin dapat diterbitkan setelah pemohon melengkapi seluruh 
persyaratan yang sesuai dengan prosedur. Sebelum diterbitkannya izin, 
pengusaha minimarket dilarang membangun dan melakukan kegiatan usaha 
(transaksi jual beli). 
Adapun prosedur pemberian izin minimarket di Badan Penanaman 
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo : 
a. Pemohon menyetor formulir permohonan beserta dokumen persyaratan 
pada loket pendaftaran; 
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Sebelum diberikan izin, pemohon terlebih dahulu mengisi formulir 
permohonan dan melengkapi persyaratan. Persyaratan yang dimaksud 
sebagimana yang disebutkan tadi diatas. 
b. Kasubid Pelayanan menverifikasi dokumen kemudian menyerahkan 
kepada tim teknis untuk penelitian lebih lanjut dan / atau pemeriksaan 
lapangan. 
Perizinan dengan jenis kegiatan atau usaha dapat menimbulkan 
dampak yang signifikan bagi masyarakat dan atau lingkungan sekitarnya, 
maka sebelum izin diterbitkan, permohonannya harus dibahas dan 
mendapatkan rekomendasi persetujuan dari tim teknis terkait. Tim ini yang 
memantau dan melakukan peninjauan langsung ke lapangan. 
Kepala Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di 
BPMPPTSP Kabupaten Wajo, Andi Nurpidah, SE., M,SI dalam wawancara 
menjelaskan bahwa;47 
“sebelum izin terbit, ada tim teknis yang menangani proses perizinan di 
lapangan selain Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu diantaranya Dinas PU, Dinas Tata Ruang, Dinas 
Perdagangan, dan Satpol PP Kabupaten Wajo. Tim teknis tersebut 
bertugas di bawah koordinasi Bidang Pengendalian BPMPPTSP 
Kabupaten Wajo.”  
                                                          
47 Wawancara dilakukan di Kantor BPMPPTSP Kabupaten Wajo pada tanggal 15 Maret 2017 
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Sebagaimana dalam Perda Nomor 21 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (2) 
disebutkan bahwa:  
“izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah 
Daerah dalam hal ini Bupati melalui SKPD yang melayani perizinan setelah 
mendapatkan rekomendasi dari SKPD teknis terkait.” 
 Pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh BPMPPTSP beserta tim 
teknis lainnya dimaksudkan agar pemberian izin terhadap pendirian 
minimarket tersebut sudah sesuai dengan prosedur. 
c. Membuat Berita Acara dan rekomendasi penolakan atau persetujuan 
Setelah pemeriksaan lapangan dilakukan dan ditemukan pelanggaran 
maka ditolak dan diberikan surat penolakan dengan disertai saran 
pendaftaran kembali sesuai rekomendasi. Namun jika permohonan 
memenuhi syarat dibuatkan SK / Izin kemudian diserahkan kepada Kasubid, 
Kabid, dan Kepala Badan untuk divalidasi. 
Sejauh ini pelanggaran masih saja terjadi oleh bangunan komersil, 
tetapi tetap saja Pemerintah Kabupaten Wajo tetap memberikan izin tersebut 
padahal sudah jelas apabila izin tidak sesuai maka akan dibuat penolakan. 
d. Pemohon membayar biaya retribusi tertentu 
e. Petugas penyerahan memberikan izin kepada pemohon. 
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Dengan diterbitkannya izin usaha tersebut, diharapkan para pelaku 
usaha mematuhi segala aturan atau ketentuan berlaku yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah selama penyelenggaraan perizinan berlangsung. 
2. Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan perizinan 
minimarket di Kabupaten Wajo 
Mengenai kegiatan usaha minimarket, pengawasan harus dilakukan 
karena pengawasan merupakan proses pengamatan pada pelaksanaan 
seluruh kegiatan usaha untuk menjamin agar semua kegiatan usaha yang 
dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan merupakan 
suatu hal yang tidak boleh dikesampingkan oleh pemerintah yang telah 
mengeluarkan izin-izin terkait kegiatan usaha minimarket sesuai dengan 
kewenangannya. 
Setiap izin memerlukan pengawasan yang ketat oleh pejabat atau 
instansi yang mengeluarkan izin tersebut. Perlu adanya kesesuaian antara 
izin yang dikeluarkan dengan fakta yang terjadi dilapangan. Tentunya 
pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan minimarket ini harus dilakukan 
secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya. 
Setiap program pemerintah tentu memiliki kendala dalam 
pelaksanaannya, begitu juga dengan penyelenggaraan usaha minimarket. Di 
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kabupaten Wajo dalam pelaksanaannya tentu terdapat kendala dan 
permasalahan yakni : 
1. Minimarket yang tidak mengantongi izin namun tetap beroperasi. 
2. Minimarket yang melanggar ketentuan Perda No. 21 Tahun 2012 Tentang 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 
Toko Modern. 
Pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah setiap pekerjaan-
pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil 
yang dikehendaki. Pengawasan juga merupakan kegiatan untuk menilai dan 
mengoreksi pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan agar hasilnya sesuai 
dengan yang dikehendaki. 
Begitu-pun dalam penyelenggaraan minimarket di Kabupaten Wajo , 
untuk mengetahui bagaimana pelaksanaanya apakah sesuai dengan yang 
dikehendaki maka diperlukan pengawasan pada saat proses 
penyelenggarannya. 
Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang 
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan kepadaBadan Penanaman 
Modal, dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang memiliki 
wewenang dalam mengeluarkan izin dan mempunyai tugas dan fungsi 
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melaksanakan pengawasan dan evakuasi terkait kegiatan penanaman modal 
dan perizinan usaha di Kabupaten Wajo. 
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu mempunyai tugas yakni melaksanakan koordinasi dan 
penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal 
pelayanan perizinan dan non perizinan dengan prinsip integrasi, singkonisasi, 
simplikasi, keamanan dan kepastian. Maka proses penyelenggaraan kegiatan 
usaha minimarket di tangani langsung oleh Badan Penanaman Modal dan 
Perlayanan Satu Pintu. 
Seperti yang disampaikan oleh Andi Nurpidah, SE., M,SI selaku 
Kepala Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di 
BPMPPTSP Kabupaten Wajo dalam wawancara:48 
Mengatakan, 
“Ia betul BPMPPTSP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan 
penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Wajo diantaranya 
peizinan mendirikan bangunan, perizinan usaha, dll. Termasuk juga 
didalamnya perizinan usaha minimarket. Akan tetapi, BPMPPTSP 
tidak sendiri dalam memproses setiap perizinan, disini ada tim teknis 
yang membantu memproses perizinan dilapangan tentu berkoordinasi 
dengan kami. Tim tersebut diantaranya Dinas PU, Dinas Tata Ruang, 
Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan 
Satpol PP. Tim teknis tersebut dibawah koordinasi BPMPPTSP oleh 
Bidang Pengendalian. Tim teknis ini bekerja sesuai dengan tupoksinya 
                                                          
48 Wawancara dilakukan di Kantor BPMPPTSP Kabupaten Wajo pada tanggal 15 Maret 2017 
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masing-masing dan melakukan koordinasi dengan BPMPPTSP terkait 
perizinan minimarket di Kabupaten Wajo”. 
Dari pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Administrasi 
Pelayanan dan Perizinan dan Non Perizinan BPMPPTSP Kabupaten Wajo 
bahwa dalam penyelenggaraan usaha minimarket di lapangan melibatkan tim 
teknis yakni Dinas PU, Dinas Tata Ruang, Dinas Koperasi, UMKM dan 
Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan Satpol PP. Banyaknya pelaksana 
yang terlibat dalam penyelenggaraan usaha minimarket tidak menjamin 
memiliki pengaruh besar terhadap suksesnya pelaksanaan tersebut. 
Agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan minimarket di Kabupaten 
Wajo dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perundang-undangan, 
yang paling penting adalah pengawasan pada saat ditempuhnya proses 
perizinan tersebut. Namun faktanya dilapangan ditemukan beberapa 
minimarket yang tidak memiliki izin namun tetap beroperasi kemudian adanya 
minimarket yang melanggar Perda No. 21 Tahun 2012. Seperti yang dilansir 
oleh salah satu media online memberitakan bahwa ada beberapa minimarket 
di Kabupaten Wajo yang tidak memiliki izin dan kalaupun ada izin, minimarket 
tersebut telah melanggar ketentuan dalam Perda. (Sumber: 
KABARWAJO.com 04/02/2016). 
Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh 
pihak BPMPPTSP selaku instansi yang diberi wewenang dalam 
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mengeluarkan izin dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha 
penanaman modal dan perizinan masih belum optimal. Dan ini juga 
mengindikasikan kurangnya koordinasi antara BPMPPTSP dengan instansi-
instansi terkait selaku tim teknis yang melakukan peninjaun langsung ke 
lapangan. 
Hal ini disebabkan tingkat kepedulian aparat pemerintah daerah dalam 
mengurus proses perizinan masih kurang, seolah-olah diadakannya izin 
hanya semata-mata dengan tujuan pemasukan bagi pendapatan daerah. 
Seperti keterangan dari salah satu LSM di Kabupaten Wajo mengemukakan 
bahwa dalam pelaksanaannya pada proses perizinan dilapangan ditempuh 
BPMPPTSP hanya mengandalkan informasi dari tim pelaksana teknis dan 
tidak secara langsung ikut mengawasi di lapangan, ini yang menurutnya 
sering kali di manfaatkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab 
yang mencoba memuluskan proses perizinan di lapangan. Sedangkan 
keterlibatan bidang pengawasan dan pengendalian BPMPPTSP pada saat 
proses perizinan dilapangan ditempuh tidak turun langsung ke lapangan 
melainkan hanya menunggu informasi dari tim pelaksana teknis. 
Dengan demikian, aparat pemerintah daerah tidak menjalankan 
tugasnya dengan baik. Hal ini terjadi karena rendahnya kualitas pelayanan 
publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah daerah. Selain itu 
rendahnya pengawasan external dari masyarakat terhadap penyelenggaraan 
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pelayanan publik. Karena itu tidak cukup dirasakan adanya tekanan sosial 
yang memaksa penyelenggara pelayanan publik harus memperbaiki kinerja 
mereka. 
Agar dalam pelaksanaanya bisa berjalan dengan baik maka diperlukan 
kinerja yang maksimal oleh instansi-instansi yang terkait dalam proses 
penerbitan izin tersebut. Selain itu, juga diperlukan sinergitas dan komunikasi 
yang baik antara BPMPPTSP dan tim pelaksana teknis dilapangan agar 
dalam penyelenggaraa usaha minimarket di Kabupaten Wajo bisa berjalan 
dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 
Jika aparat pemerintah daerah tidak menjalankan tugasnya dengan 
baik serta kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi terkait maka 
pelanggaran-pelanggaran yang berulang akan terus terjadi. 
Segala jenis pelanggaran yang terjadi dalam pendirian minimarket 
haruslah ditindak secara tegas.Di dalam Perda No. 21 tahun 2012 tentang 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern diatur tentang kententuan sanksi administrasi dan perdata. 
Sebagaimana berikut: 
Pasal 30 
Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimkasud dalam Pasal 8, Pasal 17, Pasal 26, dan Pasal 27, dikenakan sanksi 





Bilamana ada pihak yang nyata-nyata terbukti secara sah melakukan 
perbuatan merugikan masyarakat luas wajib melakukan ganti rugi langsung 
kepada pihak yang dirugikan. 
Adapun bunyi Pasal 8, Pasal 17, Pasal 26, dan Pasal 27 sebagai 
berikut: 
Pasal 8 
(1) Pelaku usaha dilarang melaksanakan perjanjian perdagangan dalam 
bentuk persaingan yang mengarah pada praktek monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat; 
(2) Bentuk perjanjian sebagaimana dimkasud pada ayat (1) adalah : 
a. Perjanjan dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama 
melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan 
jasa; 
b. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk 
membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang 
dan jasa; 
c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 
lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; 
d. Perjanjian dalam menetapkan harga dan jumlah barang; 
e. Perjanjian yang memaksa pembeli untuk membeli atau penjual 
untuk menjual jenis produk yang sama dalam satu kerangka 
kontrak / kerjasama. 
(3) Persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah : 
a. Memasang iklan, menyamakan, atau menawarkan produk barang 
dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyebabkan 
persepsi pembeli serta menempatkan pedagang tertentu pada 
posisi yang lebih menguntungkan; 
b. Mengeluarkan informasi yang bersifat memojokkan pedagang lain 
sebagai upaya merusak reputasi pedagang lainnya; 
c. Menjual barang dengan merek dan informasi yang dapat 
membingunkan persepsi pembeli tentang asal, jumlah dan kualitas 
barang dan jasa; 
d. Melakukan tindakan yang berupaya memutus hubungan pedagang 
lain dengan pihak produsen atau distributor; 
e. Mengumumkan atau memberikan informasi yang menyesatkan 
atas diskon harga dalam penjualan barang atau jasa; 
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f. Menggunakan logo, symbol, merek dan fitur lain dari pedagang lain 
yang dapat membingunkan pembeli dan merugikan pedagang lain; 
g. Menyediakan dan menjanjikan hadiah dan atau keuntungan 
kepada pekerja / karyawan, atau relawan dengan maksud 
memperoleh perlakuan istimewa disbandingkan pedagang lain; 
h. Menimbun/ menyimpan barang di dalam gudang dalam jumlah 
melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi dimana keseimbangan 
harga dapat terganggu. 
Pasal 17 
(1) Pelaku usaha Pasar Tradisionalm Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern wajib memiliki izin usaha yang terdiri atas : 
a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar 
Tradisional 
b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, Mall, 
Plaza, dan Pusat Perdagangan; dan 
c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, 
Supermarket, Hypermarket. 
(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati melalui SKPD yang 
melayani perizinan setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD 
teknis terkait; 
(3) Mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati. 
Pasal 26 
Setiap pengusaha perdagangan berhak : 
a. Mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah; dan 
b. Menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Pasal 27 
Setiap penyelenggaran Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 
toko Modern wajib : 
a. Mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 
b. Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan 
pembeli; 
c. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan tempat usaha; 
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d. Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian 
lingkungan tempat usaha; 
e. Menyediakan areal parker paling sedikit seluas kebutuhan parker 1 
(satu) deretan kendaraan roda empat dan 3 (tiga) deretan 
kendaraan roda dua dari luas areal parkir seluruhnya; 
f. Menyediakan ruang terbuka hijau minimal 5 % dari luas lahan ; 
g. Menyediakan sarana dan fasilitas ibadah bagi pengunjung dan 
karyawan; 
h. Menmyediakan toilet yang memadai ; 
i. Menyediakan tempat sampah tertutup  
j. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk  melaksanakan 
ibadah, istirahat, makan pada saat jam makan; 
k. Mentaati perjanjian kerja serta keselamatan, kesehatan, dan 
kesejahteraan karyawan; 
l. Menyediakan alat pemadam kebakaran (fire extinguisher) yang 
memadai 
m. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bupati apabila 
penyelenggaraan usaha akan atau telah dihentikan atau dialihkan 
kepada pihak lain; dan 
n. Menyedialan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Selain dikenakan sanksi administrasi dan perdata juga ada ketentuan 
pidana yang mengatur yakni pada Pasal 32 yang berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 32  
Selain dikenakan sanksi sebagaimana pada Pasal 30 dan Pasal 31, maka 
setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 
yang dimaksud pasal 8, pasal 17, pasal 26, dan pasal 27 diancam dengan 
pidana kurungan paling lama 6 (ena, bulan) atau denda paling banyak Rp. 
50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). 
Dengan demikian, tindakan tegas harus dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah seperti memberikan denda atau bahkan mencabut izin usaha bagi 
pelanggaran yang terjadi dalam pendirian minimarket tersebut agar fungsi 






Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan analisis, maka penulis 
dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Prosedur pemberian izin mendirikan minimarket di Kabupaten Wajo 
berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 
Toko Modern adalah setiap penyelenggaraan minimarket harus terlebih 
dahulu mendapat perizinan dari Pemerintah Daerah.Untuk itu sebelum 
mendapatkan perizinan harus memenuhi persyaratan administratif dan 
memenuhi persyaratan teknis bangunan sesuai peraturan yang 
berlaku.Prosedur penerbitan izin dilakukan oleh Badan Penanaman Modal 
dan Pelakasanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo yaitu 
petugas verifikasi memeriksa kelengkapan berkas, bila lengkap berkas 
permohonan di agenda dan pemohon diberi tanda terima berkas, 
selanjutnya berkas permohonan dikirim ke masing-masing bidang teknis 
dan apabila tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon.Berkas 
pemohon diproses dan dipelajari, dengan 3 (tiga) alternatif keputusan 
yaitu terhadap pemohon izin yang tidak memerlukan pemeriksaan 
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lapangan maka berkas dapat langsung diproses pada tahap selanjutnya 
tetapi terhadap permohonan izin yang memerlukan pemeriksaan 
lapangan maka akan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh petugas 
BPMPPTSP yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan 
hasil BAP tersebut tanggung jawab petugas lapangan, bila tidak ada 
pelanggaran maka proses dilanjutkan dan bila ada pelanggaran ditolak 
maka diberikan surat penolakan. 
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan 
penyelenggaraan usaha minimarket di Kabupaten Wajo belum optimal, 
kurangnya koordinasi yang baik antar instansi satu dengan instansi 
lainnya dalam hal pengawasan izin usaha ini. Selain itu, hsl ini juga 
disebabkan oleh kepedulian aparat pemerintah daerah dalam mengurus 
proses perizinan masih kurang, seolah-olah diadakannya izin hanya 
semata-mata dengan tujuan pemasukan bagi pendapatan daerah. Dalam 
pelaksanaannya pada proses perizinan dilapangan ditempuh BPMPPTSP 
hanya mengandalkan informasi dari tim pelaksana teknis dan tidak secara 
langsung ikut mengawasi di lapangan, hal ini sering kali di manfaatkan 
oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab yang mencoba 
memuluskan proses perizinan di lapangan.Maka dari itu banyaknya 
pelanggaran izin maka fungsi izin dalam menertibkan masyarakat tidak 
berjalan dengan baik. Jika pemerintahnya saja tidak menjalankan tugas 
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dan menjalankan koordinasi dengan instansi-instansi terkait maka 
pelanggaran-pelanggaran yang berulang akan terus terjadi seperti pada 
penyelenggaran usaha minimarket di Kabupaten Wajo dan akibatnya 
perizinan tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik.  
B. Saran 
Saran yang dapat diberikan peneliti pada penelitian ini adalah:  
1. Pemerintah Kabupaten Wajo seharusnya melakukan peninjauan dan 
pemeriksaaan terhadap minimarket sebelum penerbitan izin berdiri 
dengan profesional dan tidak menerbitkan izin apabila memang terjadi 
pelanggaran sebelum berdirinya minimarket tersebut.  
2. Pemerintah Kabupaten Wajo seharusnya menindak tegas segala jenis 
pelanggaran yang terjadi dalam pendirian minimarket tersebut 
agarfungsiizin dalam menertibkan masyarakat berjalan dengan baik. 
Tindakan tegas tersebut dapat berupa sanksi administrasi seperti 
peringatan tertulis, pembekuan hingga pencabutan izin usaha. Selain 
sanksi administrasi juga dikenakan sanksi pidana yakni diancam dengan 
pidana kurungan paling lama 6 (enam bulan) atau denda paling banyak 
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